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- PENDAHULUAN

1 jatl diri, ram, lapor
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Pemberian layanan informas;i ' i

| | ‘ publik oleh PPID Pa i
berkomitmen f|.|r|’c:.:i'-: melayani permintaan informasi seperti; Pamnhm;afﬁu?u:qﬁ

n Informasl dan Penyalesaian Sengketa Informasi. Partai GERINDRA

Hal ini merupakan komilmen Partai GERINDRA untuk mem
.
akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. Parai

informasi publik. Partai GERINDRA akan memberikan dala-data valid yang
dibutuhkan oleh pemohon. Partai GERINDRA juga akan terus memberikan layanan
permohonan informasi yang profesional, cepat dan tanpa dipungut biaya.

Dalam pelaksanaannya memerlukan suatu acuan yang dapat dijadikan
Slandar yang konsisten, oleh karena itu acuan tersebut dituangkan dalam satu
pedoman yang disebut dengan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN PPID DPP PARTAI
GERINDRA. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik.
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. TENTANG KLASIFIKASI JENIS INFORMASI

1. Informasi Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Informasi waijib diumumkan secara
(rormas b samiet U, T30 bayak dan keortban uaan
+ bencana sosial
" gangguan terhadap utilitas publik). dan informasi tentang
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meliputi: engumuman Informasi Serta Merta sebagaimana dimaksud
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gara menghindari bahaya dan/atau darnpr.]ar-n yang dﬂimhd:{fg
ara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang
Pihak-pihak yang wajib mengumumkan Informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
Tl'ata cara pengumuman Informasi apabila keadaan darurat terjadi, dan
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak

yang berwenang dalam mencegah bahaya
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2. Informasl Wa|lb Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Informasi publik yang waijib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh
partal politik dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, yang terdiri atas:

Asas dan tujuan,

Program umum dan Kegjatan partai politik;

Nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya;
Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Mekanisme pengambilan keputusan partai,

Kepulusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/munas
dan/atau keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga partai terbuka untuk umum; dan/atau

7. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berkaitan

dengan partai politik.
3. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

WP

o o

Terkait dengan informasi wajib tersedia setiap saal meliputi:

1. Daftar Informasi Publik

2. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan
Publik

3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keua

4,

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
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18. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.
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ll.  PENGUJIAN KONSEKUENS! INFORMASI DIKECUALIKAN

1. Mengumpukan dan mengidentifikasi daftar permintaan informasi yang masuk
dalam kategori informasi yang dikecualikan.
2. Menyerahkan hasil identifikasi yang merupakan daftar informasi yang

dikecualikan kepada Tim PPID.
3. Memberikan inisiasi, dasar hukum atau pertimbangan atas daftar permintaan

informasi untuk ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.
4. Menyampaikan hasll uji konsekuensi, dasar hukum serta perlimbangan yang

dijadikan sebagai dasar pengecualian informasi kepada Pimpinan PPID untuk

mendapatkan persetujuan.
5. Menetapkan Informasi Dikecualikan.

Jakarta, 11 Maret 2026
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Diagram: SOp Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan

PELAKSANA

NO AKTIVITAS

PIMPINAN WAKTU
PPID

PETUGAS PPID

Mengumpukan daftar

1 Informasi yang masuk
dalam kategoni informasi - Disesuaikan

dikecualikan

Mengidentifikasi daftar

5 Informasi yang masuk | -
dalam kategori informasi Disesuaikan

dikecualikan.

Memberikan Inisiasi, dasar
hukum atau pertimbangan
3 | atas daftar informasi untuk = Disesuaikan
ditetapkan sebagai

informasi dikecualikan,

Menyampalkan hasil uji
Konsekuensi, dasar hukum
4 | senta pertimbangan yang
dijadikan sebagai dasar
pengecualian informasi.

Disesualkan

Menetapkan Informasi Disesuaikan

Dikecualikan.




